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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. 
Pengaturan Hukum Mengenai Pemungutan Suara Susulan pada Pilkada Akibat Bencana Banjir

Pemungutan suara susulan dalam Pilkada merupakan mekanisme hukum yang disediakan untuk menjaga keberlangsungan hak pilih masyarakat ketika terjadi keadaan tertentu yang menghambat pelaksanaan pemungutan suara sesuai jadwal. Dalam konteks negara hukum demokratis, pemilihan kepala daerah tidak hanya dipandang sebagai prosedur politik, tetapi juga sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang harus dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, ketika terjadi bencana banjir yang menghalangi pemilih untuk hadir di TPS, hukum harus menyediakan mekanisme korektif agar hak pilih tetap dapat digunakan secara sah.

Pengaturan mengenai Pilkada dan pemungutan suara memiliki dasar hukum yang tersusun secara berjenjang, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan teknis yang dikeluarkan oleh KPU. Adapun aturan-aturan yang berkaitan dengan Pilkada dan pemungutan suara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Aturan Yang Berkaitan Dengan Pilkada Dan Pemungutan Suara
	No.
	Aturan Hukum
	Ruang Lingkup Pengaturan
	Keterkaitan dengan Pilkada dan Pemungutan Suara

	1
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
	Mengatur dasar konstitusional pemerintahan daerah dan prinsip demokrasi.
	Menjadi dasar utama bahwa gubernur, bupati, dan walikota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. 

	2
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
	Menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.
	Menjadi dasar hukum awal penyelenggaraan Pilkada secara langsung, termasuk prinsip, tahapan, penyelenggara, peserta, dan mekanisme pemilihan kepala daerah. 

	3
	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
	Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015.
	Menyempurnakan pengaturan Pilkada, termasuk ketentuan mengenai pencalonan, penyelenggaraan, dan mekanisme pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah. 

	4
	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
	Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015.
	Menjadi salah satu dasar hukum utama Pilkada, khususnya dalam penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. 

	5
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
	Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015.
	Mengubah ketentuan dalam UU Pilkada, terutama terkait penyesuaian penyelenggaraan pemilihan dalam keadaan tertentu. 

	6
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	Mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, kedudukan kepala daerah, DPRD, dan otonomi daerah.
	Berkaitan dengan kedudukan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memperoleh mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. 

	7
	Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024
	Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
	Mengatur jadwal dan tahapan Pilkada, mulai dari perencanaan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, sampai penetapan hasil. 

	8
	Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024
	Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pilkada.
	Mengatur pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagai dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak menggunakan hak pilih di TPS. 

	9
	Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2024
	Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pilkada.
	Mengatur kebutuhan logistik pemungutan suara, seperti kotak suara, bilik suara, surat suara, tinta, segel, dan perlengkapan lain yang digunakan di TPS. 

	10
	Keputusan KPU Nomor 1369 Tahun 2024
	Standar kebutuhan, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara.
	Menjadi pedoman teknis bagi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam merencanakan serta menetapkan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara. 

	11
	Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024
	Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada.
	Menjadi aturan utama mengenai tata cara pemungutan suara di TPS, waktu pemungutan suara, pelayanan pemilih, penghitungan suara, keberatan saksi, serta pengisian formulir hasil penghitungan. PKPU ini juga mengatur bahwa pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai pukul 13.00 waktu setempat. 

	12
	Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024
	Pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada.
	Menjabarkan lebih teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2024, termasuk teknis kerja KPPS di TPS. 

	13
	Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024
	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pilkada.
	Mengatur rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang serta penetapan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. 

	14
	Keputusan KPU Nomor 1797 Tahun 2024
	Pedoman teknis rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pilkada.
	Menjadi pedoman teknis pelaksanaan rekapitulasi setelah penghitungan suara di TPS selesai, sampai pada tahap penetapan hasil pemilihan. 


Pengaturan mengenai pemungutan suara susulan memiliki kedudukan penting karena Pilkada tidak boleh berhenti hanya karena adanya hambatan faktual di lapangan. Hukum pemilu harus mampu mengakomodasi kondisi darurat tanpa menghilangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Bencana banjir dalam hal ini menjadi alasan objektif yang dapat mengganggu tahapan pemungutan suara, sehingga diperlukan dasar hukum yang jelas untuk menentukan apakah pemungutan suara harus dilanjutkan, ditunda, atau dilaksanakan secara susulan.

Secara normatif, dasar hukum utama pelaksanaan Pilkada tetap berpijak pada Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada penyelenggara pemilihan untuk melaksanakan seluruh tahapan Pilkada berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam keadaan tertentu, termasuk bencana alam, hukum memberikan ruang bagi penyelenggara untuk melakukan penyesuaian tahapan sepanjang dilakukan berdasarkan prosedur yang sah.

Pemungutan suara susulan akibat bencana banjir tidak boleh dipahami sebagai penyimpangan dari jadwal Pilkada, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional pemilih. Apabila pemungutan suara tetap dipaksakan dalam kondisi banjir, maka pemilih yang terdampak dapat kehilangan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, pemungutan suara susulan justru menjadi instrumen hukum untuk menjaga agar prinsip demokrasi tetap terlaksana secara adil.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum menjadi dasar teknis yang sangat penting dalam menentukan bentuk pelaksanaan pemungutan suara susulan. PKPU Nomor 17 Tahun 2024 membedakan antara pemungutan suara lanjutan dan pemungutan suara susulan. Pemungutan suara lanjutan dilakukan apabila sebagian tahapan sudah berjalan namun terhenti, sedangkan pemungutan suara susulan dilakukan apabila seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.

Dalam kaitannya dengan bencana banjir, ketentuan tentang pemungutan suara susulan menjadi relevan apabila banjir mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara di TPS tertentu tidak dapat dilakukan. Misalnya, TPS terendam air, akses menuju TPS terputus, logistik tidak dapat digunakan, atau pemilih tidak dapat hadir karena kondisi lingkungan tidak aman. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan pemungutan suara susulan memiliki landasan hukum yang kuat karena keadaan faktual memenuhi unsur bencana alam yang menghambat seluruh tahapan pemungutan suara.

Pengaturan hukum juga menegaskan bahwa pemungutan suara susulan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa prosedur. Penetapan penundaan harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang sesuai tingkatan wilayah terdampak. Apabila penundaan mencakup satu atau lebih desa/kelurahan atau kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota, maka penetapan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan usul PPK.

Kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan penundaan menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang diskresi administratif kepada penyelenggara pemilihan di daerah. Namun, diskresi tersebut tetap terikat pada syarat hukum, yaitu adanya keadaan yang nyata, alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta keputusan formal sebagai dasar pelaksanaan. Dengan demikian, KPU tidak hanya bertindak berdasarkan pertimbangan praktis, tetapi juga berdasarkan legalitas administratif.

Bencana banjir sebagai dasar pemungutan suara susulan harus dinilai secara objektif. Artinya, tidak setiap hujan atau genangan air secara otomatis menjadi alasan pelaksanaan pemungutan suara susulan. Banjir baru dapat dijadikan alasan hukum apabila benar-benar mengakibatkan tahapan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan atau menghalangi pemilih secara nyata untuk menggunakan hak pilihnya di TPS.

Dalam teori hukum administrasi, setiap keputusan pejabat atau badan administrasi negara harus didasarkan pada kewenangan, prosedur, dan substansi yang benar. Apabila KPU Deli Serdang menetapkan pemungutan suara susulan karena banjir, maka keputusan tersebut harus memenuhi tiga unsur tersebut. Kewenangan berasal dari peraturan perundang-undangan, prosedur dilakukan melalui mekanisme penundaan, dan substansi didasarkan pada keadaan banjir yang menghambat pelaksanaan pemungutan suara.

Dari sisi kewenangan, KPU Kabupaten/Kota memiliki otoritas untuk menetapkan penundaan pemungutan suara apabila wilayah terdampak berada dalam lingkup kabupaten/kota. Dalam kasus Pilkada Deli Serdang, kewenangan tersebut berada pada KPU Deli Serdang sepanjang penundaan terjadi pada TPS, desa, atau kecamatan dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang. Oleh sebab itu, keputusan KPU Deli Serdang mengenai pemungutan suara susulan dapat dinilai sah apabila didasarkan pada usul berjenjang dari penyelenggara tingkat bawah dan dituangkan dalam keputusan resmi.

Dari sisi prosedur, pengaturan hukum menuntut adanya tahapan administratif yang jelas sebelum pemungutan suara susulan dilakukan. Tahapan tersebut meliputi identifikasi TPS terdampak, laporan dari KPPS atau PPS, usul PPK, koordinasi dengan Bawaslu dan pihak terkait, serta penetapan keputusan oleh KPU Kabupaten/Kota. Prosedur ini penting agar pemungutan suara susulan tidak menimbulkan kesan subjektif atau menguntungkan pihak tertentu.

Dari sisi substansi, alasan pemungutan suara susulan harus berhubungan langsung dengan terganggunya pelaksanaan pemungutan suara. Banjir yang hanya menimbulkan ketidaknyamanan belum tentu cukup menjadi dasar hukum. Namun, apabila banjir mengakibatkan TPS tidak dapat dibuka, pemilih tidak dapat mencapai TPS, atau logistik pemungutan suara tidak dapat digunakan, maka substansi alasan hukum untuk pemungutan suara susulan menjadi terpenuhi.

Pengaturan pemungutan suara susulan juga harus dilihat dalam kerangka perlindungan hak pilih. Hak memilih merupakan bagian dari hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, negara melalui KPU berkewajiban memastikan bahwa keadaan darurat seperti banjir tidak menghilangkan hak warga untuk berpartisipasi dalam Pilkada.

Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi ukuran utama dalam menilai pengaturan pemungutan suara susulan. Pemungutan suara susulan harus tetap menjamin bahwa pemilih memberikan suara secara langsung, tidak diwakilkan, dapat memilih secara bebas, serta pilihan politiknya dirahasiakan. Selain itu, pelaksanaannya harus jujur dan adil agar tidak menjadi sarana manipulasi suara.

Dalam wawancara dengan Ketua KPU Deli Serdang, Relis Yanthy Panjaitan, pada tanggal 29 Mei 2026, bagian ini dapat diperkuat dengan keterangan bahwa dasar hukum pemungutan suara susulan tidak hanya bersumber dari pertimbangan teknis lapangan, tetapi juga dari peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan kepada KPU. Keterangan tersebut penting untuk menunjukkan bahwa tindakan KPU Deli Serdang bukan tindakan spontan, melainkan keputusan kelembagaan yang berbasis hukum.

Pengaturan hukum mengenai pemungutan suara susulan juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan penyelenggara pemilihan memiliki dasar norma yang jelas, dapat diketahui publik, dan dapat diuji apabila dipersoalkan. Dengan adanya PKPU yang mengatur pemungutan suara susulan, masyarakat dan peserta Pilkada dapat memahami alasan serta prosedur penundaan dan pelaksanaan susulan.

Selain kepastian hukum, pengaturan pemungutan suara susulan juga mencerminkan asas kemanfaatan. Hukum tidak hanya bertugas menjaga formalitas jadwal Pilkada, tetapi juga memastikan agar pemilihan tetap dapat menghasilkan legitimasi politik yang kuat. Jika pemilih terdampak banjir dipaksa kehilangan hak pilih, maka hasil Pilkada berpotensi dipersoalkan secara moral maupun hukum.

Dari perspektif keadilan, pemungutan suara susulan merupakan bentuk perlakuan yang proporsional terhadap pemilih terdampak bencana. Pemilih di wilayah yang tidak terdampak tetap dapat memilih sesuai jadwal, sedangkan pemilih di wilayah terdampak diberikan kesempatan memilih pada waktu lain. Perbedaan waktu tersebut tidak melanggar keadilan sepanjang dilakukan berdasarkan alasan objektif dan prosedur hukum.

Pengaturan hukum juga harus mencegah penyalahgunaan alasan bencana sebagai dalih politik. Oleh karena itu, penetapan pemungutan suara susulan harus didukung dokumen administrasi, laporan kejadian, berita acara, dokumentasi kondisi TPS, dan koordinasi dengan pengawas pemilihan. Dokumen tersebut akan menjadi bukti bahwa keputusan KPU didasarkan pada keadaan nyata, bukan kepentingan salah satu peserta Pilkada.

Dalam konteks Pilkada, pengawasan oleh Bawaslu menjadi bagian penting dari pengaturan hukum pemungutan suara susulan. Bawaslu berfungsi mengawasi apakah keputusan penundaan dan pelaksanaan susulan dilakukan sesuai prosedur. Dengan adanya pengawasan, keputusan KPU memperoleh kontrol eksternal sehingga lebih kuat secara hukum dan demokratis.

Pengaturan hukum pemungutan suara susulan juga berkaitan dengan administrasi logistik pemilihan. Surat suara, kotak suara, formulir, daftar hadir, dan perlengkapan TPS harus tetap aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila logistik terdampak banjir, maka KPU harus memastikan penggantian, pengamanan, atau penggunaan kembali logistik dilakukan berdasarkan aturan.

Selain logistik, pengaturan hukum juga menyangkut pemberitahuan kepada pemilih. Pemilih di TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan harus memperoleh informasi yang jelas mengenai hari, tanggal, waktu, dan lokasi pemungutan suara susulan. Pemberitahuan tersebut penting karena hak pilih tidak akan efektif apabila pemilih tidak mengetahui jadwal pelaksanaan susulan.

Batas waktu pelaksanaan pemungutan suara susulan juga menjadi bagian penting dalam pengaturan hukum. PKPU Nomor 17 Tahun 2024 mengatur bahwa pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara. Batas waktu ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan tahapan Pilkada dan mencegah ketidakpastian hasil.

Batas waktu sepuluh hari tersebut menunjukkan bahwa pemungutan suara susulan bersifat pengecualian yang harus segera diselesaikan. Artinya, KPU tidak dapat menunda pemungutan suara susulan secara berlarut-larut tanpa alasan hukum. Semakin lama pemungutan suara susulan ditunda, semakin besar pula potensi gangguan terhadap tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil.

Pengaturan hukum juga membedakan antara pemungutan suara susulan, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara susulan dilakukan karena seluruh tahapan tidak dapat dilaksanakan akibat gangguan tertentu. Pemungutan suara lanjutan dilakukan karena tahapan terhenti di tengah jalan, sedangkan pemungutan suara ulang biasanya berkaitan dengan pelanggaran atau keadaan tertentu yang mengharuskan pemungutan dilakukan kembali.

Perbedaan tersebut penting agar KPU tidak salah menerapkan mekanisme hukum. Apabila TPS sama sekali tidak sempat melaksanakan pemungutan suara karena banjir, maka mekanisme yang tepat adalah pemungutan suara susulan. Namun, apabila pemungutan sudah dimulai lalu terhenti karena banjir, maka mekanisme yang lebih tepat dapat berupa pemungutan suara lanjutan.

Dalam penelitian ini, pengaturan hukum perlu dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UU Pilkada dan PKPU. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip hak pilih, demokrasi, legalitas, dan keabsahan tindakan administrasi.

Pengaturan hukum pemungutan suara susulan juga menunjukkan adanya hubungan antara hukum pemilu dan hukum kebencanaan. Banjir sebagai bencana alam tidak hanya berdampak pada keselamatan masyarakat, tetapi juga pada pelaksanaan hak politik. Karena itu, penyelenggara Pilkada harus mampu membaca kondisi bencana sebagai keadaan hukum yang memerlukan keputusan administratif khusus.

Dalam konteks Deli Serdang, informasi publik menunjukkan bahwa banjir pada hari pemungutan suara Pilkada 2024 berdampak pada sejumlah TPS. Sumber media menyebut beberapa TPS di Kecamatan Batang Kuis terdampak, sementara laporan lain menyebut adanya 30 TPS di lima kecamatan yang melaksanakan PSS serta satu TPS melaksanakan PSL. Fakta ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai PSS dan PSL memang relevan untuk dianalisis dalam kasus Pilkada Deli Serdang.

Pengaturan hukum juga harus dipahami sebagai instrumen legitimasi hasil Pilkada. Apabila pemungutan suara susulan dilaksanakan sesuai dasar hukum, maka suara yang diperoleh dari TPS susulan menjadi bagian sah dari hasil Pilkada. Sebaliknya, apabila tidak sesuai prosedur, maka hasil dari TPS tersebut berpotensi dipersoalkan dalam keberatan, sengketa administrasi, atau perselisihan hasil.

Wawancara dengan Ketua KPU Deli Serdang pada tanggal 29 Mei 2026 dapat digunakan untuk memperjelas bagaimana KPU memahami norma hukum tersebut dalam praktik. Keterangan narasumber dapat menjelaskan apakah KPU berpedoman pada PKPU, keputusan internal, laporan PPK, serta koordinasi dengan Bawaslu dan pemerintah daerah. Hal ini akan memperkuat hubungan antara norma hukum dan pelaksanaan empiris.

Dengan demikian, pengaturan hukum pemungutan suara susulan akibat banjir memiliki tiga fungsi utama. Pertama, memberikan dasar kewenangan kepada KPU. Kedua, melindungi hak pilih masyarakat terdampak bencana. Ketiga, menjaga agar hasil Pilkada tetap sah dan memiliki legitimasi.

Pengaturan tersebut juga menegaskan bahwa hukum pemilu tidak bersifat kaku, tetapi adaptif terhadap keadaan darurat. Namun, sifat adaptif itu tidak boleh menghilangkan unsur legalitas dan akuntabilitas. KPU tetap harus bertindak berdasarkan peraturan, membuat keputusan resmi, mendokumentasikan keadaan, dan membuka ruang pengawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa pengaturan hukum mengenai pemungutan suara susulan pada Pilkada akibat bencana banjir telah memiliki dasar normatif yang jelas. Ketentuan dalam PKPU Nomor 17 Tahun 2024 memberikan batasan mengenai keadaan yang memungkinkan pemungutan suara susulan, prosedur penetapan penundaan, kewenangan lembaga, serta batas waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, sepanjang KPU Deli Serdang mengikuti ketentuan tersebut, pemungutan suara susulan akibat banjir dapat dinilai sebagai tindakan hukum yang sah.
B.
Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan pada Pilkada Deli Serdang Akibat Bencana Banjir

Pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir merupakan bagian dari respons penyelenggara pemilihan terhadap keadaan darurat di lapangan. Dalam konteks ini, banjir bukan hanya menjadi peristiwa alam, tetapi juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan tahapan demokrasi lokal. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan suara susulan harus dianalisis dari aspek kronologi, prosedur kelembagaan, koordinasi, logistik, dan perlindungan hak pilih.

Pada hari pemungutan suara Pilkada serentak dalam kondisi banjir, banjir yang terjadi di wilayah Deli Serdang mengakibatkan sebagian TPS tidak dapat melaksanakan pemungutan suara sesuai jadwal. Keadaan tersebut menimbulkan hambatan fisik bagi pemilih, penyelenggara, dan distribusi logistik. Dalam situasi demikian, KPU Deli Serdang harus mengambil langkah cepat agar tahapan pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan keselamatan dan hak pilih masyarakat.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan diawali dengan identifikasi TPS terdampak banjir. Identifikasi ini penting karena tidak semua wilayah yang mengalami hujan atau genangan otomatis memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara susulan. KPU harus memastikan bahwa TPS yang ditetapkan benar-benar tidak dapat melaksanakan seluruh tahapan pemungutan suara akibat bencana banjir.

Dalam praktiknya, informasi mengenai TPS terdampak diperoleh dari penyelenggara tingkat bawah, yaitu KPPS, PPS, dan PPK. KPPS sebagai penyelenggara di TPS mengetahui langsung kondisi faktual di lokasi pemungutan suara. PPS dan PPK kemudian meneruskan laporan tersebut secara berjenjang kepada KPU Kabupaten untuk menjadi dasar pengambilan keputusan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua KPU Deli Serdang Relis Yanthy Panjaitan pada tanggal 29 Mei 2026, bagian ini dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara susulan tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan melalui mekanisme laporan dan kajian kondisi lapangan. Keterangan tersebut penting untuk menunjukkan bahwa keputusan pemungutan suara susulan didasarkan pada fakta, bukan hanya asumsi administratif.

Setelah laporan diterima, KPU Deli Serdang perlu melakukan verifikasi terhadap kondisi TPS terdampak. Verifikasi dapat dilakukan melalui laporan tertulis, dokumentasi foto atau video, keterangan penyelenggara tingkat kecamatan, serta koordinasi dengan aparat pemerintah setempat. Tahapan ini penting agar keputusan penundaan dan pemungutan suara susulan memiliki dasar pembuktian yang kuat.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan juga membutuhkan koordinasi dengan Bawaslu. Bawaslu berperan memastikan bahwa penundaan dan pelaksanaan susulan tidak melanggar prosedur serta tidak merugikan peserta Pilkada. Koordinasi ini penting karena keputusan KPU yang berkaitan dengan tahapan pemungutan suara memiliki implikasi langsung terhadap hak peserta dan pemilih.

Selain Bawaslu, koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pihak terkait lainnya. Pemerintah daerah dapat memberikan informasi mengenai kondisi bencana, akses wilayah, serta kesiapan fasilitas umum. Aparat keamanan berperan memastikan keamanan pelaksanaan pemungutan suara susulan, terutama apabila lokasi terdampak masih berada dalam kondisi rawan.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan harus memperhatikan aspek keselamatan. KPU tidak boleh memaksakan pemungutan suara di lokasi yang masih membahayakan pemilih atau petugas. Oleh karena itu, sebelum menetapkan lokasi dan waktu pemungutan suara susulan, KPU perlu memastikan bahwa kondisi banjir sudah surut atau lokasi alternatif telah tersedia.

Dari aspek logistik, KPU Deli Serdang harus memastikan bahwa surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta, formulir, dan perlengkapan lainnya tersedia dalam keadaan baik. Jika terdapat logistik yang rusak akibat banjir, maka KPU harus melakukan langkah penggantian atau penyesuaian sesuai aturan. Keamanan logistik menjadi syarat penting agar pemungutan suara susulan tidak menimbulkan keraguan terhadap integritas hasil.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan juga menuntut adanya pemberitahuan kepada pemilih. Pemilih yang terdaftar di TPS terdampak harus mengetahui jadwal baru pemungutan suara susulan. Tanpa pemberitahuan yang efektif, pemungutan suara susulan dapat kehilangan makna karena pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pemberitahuan kepada pemilih dapat dilakukan melalui penyelenggara tingkat desa, pengumuman di lingkungan setempat, media sosial resmi KPU, serta koordinasi dengan perangkat desa atau kelurahan. Dalam daerah terdampak bencana, penyampaian informasi harus dilakukan secara lebih aktif karena tidak semua pemilih dapat mengakses informasi secara normal. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab KPU dalam menjamin hak pilih.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan juga harus tetap mengikuti tata cara pemungutan suara sebagaimana pemungutan suara biasa. Pemilih tetap harus hadir, mengisi daftar hadir, menerima surat suara, mencoblos di bilik suara, memasukkan surat suara ke kotak suara, dan mencelupkan jari ke tinta. Dengan demikian, pemungutan suara susulan tidak mengubah substansi prosedur pemungutan suara.

Perbedaan utama pemungutan suara susulan terletak pada waktu pelaksanaannya. Jika pemungutan suara biasa dilaksanakan pada hari pemungutan suara serentak, maka pemungutan suara susulan dilaksanakan setelah adanya penetapan penundaan. Namun, perbedaan waktu tersebut tetap sah sepanjang dilakukan berdasarkan dasar hukum dan dalam batas waktu yang ditentukan.

Dalam pelaksanaan di lapangan, KPU Deli Serdang juga harus memastikan kesiapan KPPS. Petugas KPPS di TPS terdampak perlu memahami kembali prosedur pemungutan suara susulan, penggunaan formulir, pengamanan logistik, dan mekanisme penghitungan suara. Persiapan petugas menjadi penting karena kondisi pascabencana sering menimbulkan tekanan teknis dan psikologis.

Pemungutan suara susulan juga berhubungan dengan prinsip akuntabilitas. Setiap tindakan penyelenggara harus dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen, berita acara, dan laporan resmi. Akuntabilitas ini penting karena pemungutan suara susulan memiliki potensi dipersoalkan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Dalam kasus Deli Serdang, sumber publik menyebutkan bahwa terdapat TPS yang terdampak banjir pada hari pencoblosan Pilkada 2024, termasuk di Kecamatan Batang Kuis. Informasi lain menyebut pelaksanaan PSS dan PSL pada sejumlah TPS di beberapa kecamatan karena banjir dan longsor. Fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara susulan merupakan respons konkret terhadap kondisi bencana yang terjadi pada saat tahapan pemungutan suara.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan di Deli Serdang juga harus dilihat sebagai upaya menjaga kesetaraan hak pilih. Pemilih di wilayah terdampak banjir tidak boleh diperlakukan seolah-olah kehilangan haknya hanya karena tempat tinggalnya mengalami bencana. Dengan adanya pemungutan suara susulan, negara tetap memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk menentukan pilihan politik.

Kendala utama dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan adalah kondisi geografis dan akses wilayah. Banjir dapat merusak jalan, menghambat pergerakan petugas, serta menunda pengiriman logistik. Dalam keadaan demikian, KPU harus menyusun strategi distribusi dan koordinasi agar pemungutan suara susulan tetap dapat berlangsung tepat waktu.

Kendala kedua adalah komunikasi dengan pemilih. Setelah bencana terjadi, sebagian pemilih mungkin mengungsi, memperbaiki rumah, atau sulit dihubungi. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat partisipasi pemilih dalam pemungutan suara susulan. Oleh karena itu, KPU perlu memastikan penyampaian informasi dilakukan secara luas dan mudah dipahami.

Kendala ketiga berkaitan dengan persepsi publik. Sebagian masyarakat atau peserta Pilkada dapat mempertanyakan mengapa suatu TPS dilakukan pemungutan suara susulan, sedangkan TPS lain tidak. Untuk menjawab hal ini, KPU harus membuka informasi mengenai dasar penetapan TPS terdampak, alasan penundaan, dan jadwal pelaksanaan susulan.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan juga memerlukan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan waktu jeda. Karena pemungutan suara susulan dilaksanakan setelah hari pemungutan suara utama, terdapat potensi informasi hasil sementara memengaruhi psikologi pemilih. Oleh sebab itu, KPU dan Bawaslu harus memastikan tidak ada kampanye, tekanan, atau mobilisasi yang melanggar ketentuan selama masa menuju pemungutan suara susulan.

Dari sisi administrasi, pemungutan suara susulan harus tetap menggunakan daftar pemilih yang sah. Pemilih yang dapat memberikan suara adalah pemilih yang memenuhi syarat berdasarkan daftar pemilih yang berlaku di TPS tersebut. Hal ini penting untuk mencegah adanya penambahan pemilih secara tidak sah atau penggunaan hak pilih ganda.

Penghitungan suara setelah pemungutan suara susulan juga harus dilakukan sesuai prosedur. Hasil dari TPS susulan harus dituangkan dalam berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara. Dokumen tersebut kemudian menjadi bagian dari proses rekapitulasi berjenjang.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan harus menjaga keterbukaan terhadap saksi peserta Pilkada dan pengawas TPS. Kehadiran saksi dan pengawas merupakan bagian dari mekanisme kontrol dalam pemungutan dan penghitungan suara. Dengan demikian, hasil pemungutan suara susulan dapat diterima sebagai bagian dari hasil resmi Pilkada.

Wawancara dengan Ketua KPU Deli Serdang pada tanggal 29 Mei 2026 dapat memperkuat pembahasan ini dengan menjelaskan bagaimana koordinasi dilakukan antara KPU, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Keterangan tersebut penting karena pelaksanaan pemungutan suara susulan tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kapasitas koordinasi kelembagaan di lapangan.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan juga mencerminkan prinsip responsivitas penyelenggara pemilihan. KPU sebagai lembaga penyelenggara tidak boleh pasif ketika terjadi hambatan terhadap hak pilih. Respons cepat dan tepat menjadi bagian dari tanggung jawab institusional untuk menjaga kualitas demokrasi lokal.

Dalam konteks administrasi pemilu, keputusan pelaksanaan pemungutan suara susulan harus terdokumentasi dalam bentuk keputusan resmi. Keputusan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan teknis di TPS. Tanpa keputusan resmi, pelaksanaan pemungutan suara susulan dapat dipersoalkan karena tidak memiliki dasar administratif yang cukup.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Artinya, tindakan penundaan dan pelaksanaan susulan harus sesuai dengan tingkat gangguan yang terjadi. Jika hanya satu TPS terdampak, maka penundaan cukup dilakukan pada TPS tersebut; jika satu desa atau kecamatan terdampak, maka cakupan penundaan mengikuti wilayah yang benar-benar terganggu.

Prinsip proporsionalitas penting untuk mencegah terganggunya tahapan Pilkada secara lebih luas. KPU tidak boleh menunda lebih banyak TPS daripada yang diperlukan. Sebaliknya, KPU juga tidak boleh mengabaikan TPS yang benar-benar terdampak banjir.

Pelaksanaan pemungutan suara susulan pada akhirnya harus diarahkan untuk menjaga kepercayaan publik. Kepercayaan publik terhadap KPU bergantung pada transparansi, ketepatan prosedur, dan kemampuan menjelaskan alasan keputusan kepada masyarakat. Jika pemungutan suara susulan dilakukan secara terbuka dan tertib, maka potensi kecurigaan dapat diminimalkan.

Dengan demikian, pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat banjir dapat dianalisis sebagai proses administratif, teknis, dan demokratis. Secara administratif, KPU harus menetapkan keputusan penundaan dan jadwal susulan. Secara teknis, KPU harus memastikan kesiapan TPS, logistik, petugas, dan pemilih. Secara demokratis, KPU harus menjaga agar hak pilih masyarakat terdampak tetap terlindungi.

Pelaksanaan yang sesuai prosedur akan memperkuat legitimasi hasil Pilkada. Meskipun pemungutan suara tidak dilakukan serentak di seluruh TPS, pemungutan suara susulan tetap dapat diterima secara hukum karena dilaksanakan berdasarkan keadaan objektif dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, fokus penilaian bukan pada perbedaan tanggal pemungutan suara, melainkan pada kepatuhan terhadap prosedur hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat banjir merupakan tindakan penyelenggara pemilihan yang bertujuan menjaga hak pilih, keselamatan, dan legitimasi hasil Pilkada. Pelaksanaan tersebut harus didukung bukti kondisi bencana, keputusan resmi, koordinasi kelembagaan, kesiapan logistik, pemberitahuan kepada pemilih, serta pengawasan yang memadai. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pemungutan suara susulan dapat dinilai sebagai pelaksanaan tahapan Pilkada yang sah dan bertanggung jawab.

C.
Keabsahan Hukum Pemungutan Suara Susulan pada Pilkada Deli Serdang Akibat Bencana Banjir

Keabsahan hukum pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir harus dianalisis dari terpenuhinya dasar hukum, kewenangan lembaga, prosedur penetapan, pelaksanaan teknis, serta perlindungan hak pilih. Dalam hukum pemilu, suatu tindakan penyelenggara tidak cukup hanya benar secara tujuan, tetapi juga harus benar secara hukum. Oleh karena itu, pemungutan suara susulan baru dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai norma yang mengaturnya.

Keabsahan hukum pertama-tama ditentukan oleh adanya dasar normatif yang mengatur pemungutan suara susulan. PKPU Nomor 17 Tahun 2024 secara tegas mengatur kemungkinan pemungutan suara susulan apabila terjadi bencana alam atau gangguan lain yang menyebabkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, banjir dapat menjadi alasan hukum apabila benar-benar menghambat pelaksanaan seluruh tahapan di TPS terdampak.

Keabsahan juga ditentukan oleh kesesuaian antara fakta dan norma. Apabila fakta menunjukkan bahwa TPS terdampak banjir tidak dapat melaksanakan pemungutan suara, maka norma mengenai pemungutan suara susulan dapat diterapkan. Namun, apabila tahapan pemungutan suara masih dapat berlangsung secara normal, maka penerapan pemungutan suara susulan dapat dipersoalkan.

Dalam kasus Deli Serdang, sumber publik menunjukkan adanya TPS yang terdampak banjir dan tidak dapat melaksanakan pemungutan suara sesuai jadwal. Fakta tersebut menjadi dasar awal untuk menilai bahwa terdapat keadaan objektif yang memungkinkan pelaksanaan pemungutan suara susulan. Namun, keabsahan akhirnya tetap bergantung pada dokumen resmi KPU, berita acara, serta prosedur yang ditempuh.

Keabsahan hukum juga bergantung pada kewenangan KPU Deli Serdang. Sebagai penyelenggara Pilkada di tingkat kabupaten, KPU Deli Serdang memiliki kewenangan administratif untuk menetapkan penundaan dan pelaksanaan pemungutan suara susulan pada wilayahnya, sepanjang sesuai ketentuan PKPU. Kewenangan ini menjadi dasar legal bagi tindakan KPU dalam merespons bencana banjir.

Dalam hukum administrasi, tindakan pejabat atau lembaga dinilai sah apabila dilakukan oleh organ yang berwenang. Apabila keputusan pemungutan suara susulan ditetapkan oleh lembaga yang tidak berwenang, maka keputusan tersebut dapat mengalami cacat wewenang. Oleh karena itu, penetapan oleh KPU Deli Serdang menjadi unsur penting dalam menilai keabsahan hukum pemungutan suara susulan.

Selain kewenangan, prosedur menjadi unsur penting dalam keabsahan. Pemungutan suara susulan harus didahului penetapan penundaan. Penetapan tersebut harus lahir dari laporan atau usul berjenjang, khususnya dari penyelenggara tingkat bawah seperti PPK, berdasarkan kondisi faktual di TPS terdampak.

Jika prosedur penetapan penundaan dilakukan sesuai ketentuan, maka pemungutan suara susulan memiliki legitimasi administratif. Sebaliknya, apabila KPU langsung melaksanakan pemungutan suara susulan tanpa penetapan penundaan yang sah, maka pelaksanaan tersebut berpotensi dianggap cacat prosedur. Dalam sengketa pemilihan, cacat prosedur dapat menjadi dasar keberatan terhadap hasil.

Keabsahan hukum juga harus dilihat dari aspek substansi keputusan. Substansi keputusan penundaan harus memuat alasan yang benar, yaitu adanya bencana banjir yang menyebabkan pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan. Jika alasan tersebut dapat dibuktikan dengan dokumentasi, berita acara, dan laporan penyelenggara, maka substansi keputusan menjadi kuat.

Dalam wawancara dengan Ketua KPU Deli Serdang Relis Yanthy Panjaitan pada tanggal 29 Mei 2026, bagian ini dapat diperkuat dengan keterangan mengenai dasar penetapan TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan. Keterangan narasumber dapat menjelaskan bahwa KPU menilai kondisi banjir berdasarkan laporan lapangan, koordinasi dengan PPK, serta pertimbangan keamanan dan hak pilih pemilih.

Keabsahan pemungutan suara susulan juga berkaitan dengan batas waktu pelaksanaan. PKPU Nomor 17 Tahun 2024 mengatur bahwa pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan paling lambat sepuluh hari setelah hari pemungutan suara. Apabila pemungutan suara susulan dilaksanakan dalam rentang waktu tersebut, maka aspek waktu sebagai syarat prosedural dapat terpenuhi.

Batas waktu tersebut penting karena Pilkada memiliki tahapan yang saling berkaitan. Keterlambatan pemungutan suara susulan dapat mengganggu rekapitulasi suara dan penetapan hasil. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap batas waktu merupakan bagian dari keabsahan hukum dan kepastian tahapan Pilkada.

Keabsahan juga ditentukan oleh tetap dipatuhinya tata cara pemungutan suara di TPS. Meskipun dilaksanakan pada hari yang berbeda, pemungutan suara susulan tetap harus mengikuti prosedur pemberian suara sebagaimana pemungutan suara reguler. Jika tata cara tersebut dilanggar, maka hasil pemungutan suara susulan dapat dipersoalkan.

Aspek daftar pemilih juga menjadi ukuran keabsahan. Pemungutan suara susulan harus menggunakan daftar pemilih yang sah dan tidak boleh membuka ruang bagi pemilih yang tidak berhak. Hal ini penting untuk menjaga prinsip satu orang satu suara dan mencegah manipulasi jumlah pemilih.

Keabsahan hukum juga bergantung pada keterlibatan pengawas dan saksi. Kehadiran Bawaslu, pengawas TPS, dan saksi peserta Pilkada menjadi bagian dari mekanisme pengawasan. Jika proses pemungutan dan penghitungan suara susulan diawasi secara terbuka, maka keabsahan hasil menjadi lebih kuat.

Selain itu, keabsahan pemungutan suara susulan harus dilihat dari perlindungan kerahasiaan suara. Pemilih tetap harus mencoblos di bilik suara tanpa tekanan atau intervensi. Kondisi susulan tidak boleh mengurangi standar kerahasiaan dan kebebasan memilih.

Keabsahan hukum juga menuntut tidak adanya kampanye atau tekanan politik menjelang pemungutan suara susulan. Karena pemungutan suara susulan dilaksanakan setelah sebagian hasil mungkin telah diketahui publik, terdapat risiko pengaruh politik terhadap pemilih. Oleh sebab itu, KPU dan Bawaslu harus memastikan masa menuju pemungutan suara susulan tetap bebas dari pelanggaran.

Apabila pemungutan suara susulan dilakukan karena alasan banjir yang nyata, maka perbedaan waktu pemungutan suara tidak otomatis membuat hasilnya tidak sah. Hukum justru mengakui perbedaan tersebut sebagai pengecualian yang sah. Dengan demikian, keabsahan tidak diukur dari keserentakan absolut, tetapi dari kepatuhan terhadap mekanisme pengecualian yang diatur hukum.

Keabsahan hukum pemungutan suara susulan juga berkaitan dengan asas proporsionalitas. Penundaan hanya boleh dilakukan terhadap TPS atau wilayah yang benar-benar terdampak. Apabila KPU menunda pemungutan suara di wilayah yang tidak terdampak, maka keputusan tersebut dapat dinilai tidak proporsional.

Sebaliknya, apabila KPU tidak menunda TPS yang jelas terdampak banjir, maka hak pilih masyarakat dapat terganggu. Oleh karena itu, proporsionalitas bekerja dalam dua arah, yaitu mencegah penundaan berlebihan dan mencegah pengabaian terhadap pemilih terdampak.

Keabsahan hukum juga berkaitan dengan prinsip transparansi. KPU harus menjelaskan kepada publik alasan pelaksanaan pemungutan suara susulan, TPS yang terdampak, jadwal pelaksanaan, dan dasar hukumnya. Transparansi tersebut dapat mencegah kecurigaan dan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap hasil Pilkada.

Dalam perselisihan hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah pelaksanaan pemungutan suara susulan berdampak terhadap hasil pemilihan. Oleh karena itu, dokumentasi pelaksanaan pemungutan suara susulan menjadi sangat penting. Semakin lengkap dokumen yang dimiliki KPU, semakin kuat pula pembelaan atas keabsahan hasil.

Keabsahan pemungutan suara susulan juga harus dikaitkan dengan prinsip akuntabilitas. Setiap keputusan, tindakan, dan hasil harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Akuntabilitas ini diwujudkan melalui berita acara, formulir hasil, dokumentasi, serta laporan resmi penyelenggara.

Wawancara dengan Ketua KPU Deli Serdang pada tanggal 29 Mei 2026 dapat menjadi data primer untuk menunjukkan bahwa KPU telah melakukan langkah-langkah akuntabel. Keterangan tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana KPU menetapkan TPS terdampak, menjaga logistik, menyampaikan informasi kepada pemilih, dan melakukan koordinasi dengan pengawas.

Keabsahan hukum juga dapat dianalisis melalui teori legitimasi. Suatu pemilihan tidak hanya sah secara formal karena mengikuti aturan, tetapi juga perlu diterima secara sosial oleh masyarakat. Pemungutan suara susulan yang dilakukan secara terbuka, tertib, dan adil akan memperkuat legitimasi hasil Pilkada Deli Serdang.

Jika pemilih terdampak banjir tetap diberi kesempatan memilih melalui pemungutan suara susulan, maka hasil Pilkada menjadi lebih representatif. Representasi politik yang lahir dari partisipasi pemilih yang lebih luas akan memiliki legitimasi lebih kuat dibandingkan hasil yang mengabaikan pemilih terdampak bencana.

Keabsahan hukum pemungutan suara susulan juga dapat dilihat dari tidak adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Apabila pelaksanaan susulan hanya merupakan respons terhadap bencana dan tidak digunakan untuk menguntungkan peserta tertentu, maka pemungutan suara susulan tidak mencederai prinsip keadilan pemilihan.

Namun, apabila ditemukan manipulasi daftar pemilih, tekanan terhadap pemilih, perubahan logistik tanpa prosedur, atau penghitungan suara yang tidak transparan, maka keabsahan pemungutan suara susulan dapat dipersoalkan. Oleh karena itu, pelaksanaan teknis tetap menjadi bagian penting dari penilaian keabsahan.

Keabsahan hasil pemungutan suara susulan juga bergantung pada integrasi hasil ke dalam rekapitulasi resmi. Hasil TPS susulan harus dimasukkan ke dalam rekapitulasi berjenjang sesuai prosedur. Jika integrasi hasil dilakukan secara benar, maka suara dari TPS susulan menjadi bagian sah dari hasil Pilkada Deli Serdang.

Dari sudut pandang hukum administrasi pemilu, keabsahan pemungutan suara susulan dapat disimpulkan apabila terdapat keputusan yang sah, alasan objektif, prosedur berjenjang, pelaksanaan sesuai tata cara, dan pengawasan yang memadai. Kelima unsur ini menjadi parameter utama dalam menilai apakah tindakan KPU memiliki kekuatan hukum.

Dalam konteks perlindungan hak pilih, pemungutan suara susulan akibat banjir justru memperkuat keabsahan Pilkada. Tanpa pemungutan suara susulan, sebagian pemilih kehilangan hak politik karena keadaan di luar kemampuannya. Dengan adanya pemungutan suara susulan, KPU melaksanakan kewajiban konstitusional untuk menjamin partisipasi pemilih.

Keabsahan hukum juga menuntut agar KPU tidak hanya bertindak benar, tetapi juga mampu membuktikan bahwa tindakannya benar. Oleh karena itu, dokumen dan keterangan narasumber menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Wawancara dengan Ketua KPU Deli Serdang pada 29 Mei 2026 dapat menjadi sumber utama untuk menjelaskan pembuktian administratif tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, keabsahan pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat banjir tidak dapat dinilai hanya dari adanya perbedaan hari pemungutan suara. Penilaian harus dilakukan secara menyeluruh terhadap dasar hukum, kewenangan, prosedur, substansi alasan, pelaksanaan teknis, dan pengawasan. Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pemungutan suara susulan dapat dinyatakan sah secara hukum.

Keabsahan pemungutan suara susulan juga berimplikasi terhadap sahnya hasil Pilkada secara keseluruhan. Apabila TPS susulan dilaksanakan sesuai aturan, maka hasilnya dapat digabungkan dalam rekapitulasi resmi tanpa menimbulkan cacat hukum. Dengan demikian, pemungutan suara susulan bukan penghalang keabsahan hasil, melainkan mekanisme untuk menjaga keabsahan tersebut.

Dalam konteks Pilkada Deli Serdang, pemungutan suara susulan akibat banjir dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap keadaan darurat. Penyesuaian tersebut tetap sah karena dilakukan berdasarkan aturan yang memberi ruang bagi pemungutan suara susulan akibat bencana alam. Oleh sebab itu, bencana banjir tidak membatalkan Pilkada, melainkan menunda pelaksanaan pemungutan suara di TPS tertentu agar hak pilih tetap terlindungi.

Selain itu, pemungutan suara susulan juga menunjukkan bahwa hukum pemilihan memiliki sifat responsif terhadap keadaan faktual yang tidak dapat diprediksi. Bencana banjir merupakan peristiwa di luar kehendak penyelenggara maupun pemilih, sehingga penyelesaiannya tidak dapat hanya menggunakan pendekatan formal terhadap jadwal pemungutan suara. Dalam hal ini, hukum memberikan ruang penyesuaian agar tahapan Pilkada tetap berjalan tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pemungutan suara susulan menjadi bentuk keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak pilih masyarakat.

Keabsahan pemungutan suara susulan juga harus dilihat dari kemampuan KPU Deli Serdang dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap keputusan yang berkaitan dengan penundaan dan pelaksanaan pemungutan suara susulan harus dapat dijelaskan kepada publik, peserta Pilkada, dan lembaga pengawas. Transparansi tersebut diperlukan agar tidak muncul dugaan bahwa pemungutan suara susulan dilakukan untuk menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Dengan adanya keputusan resmi, berita acara, dokumentasi kondisi banjir, serta pengawasan dari pihak terkait, maka pemungutan suara susulan memiliki dasar pertanggungjawaban yang kuat.

Lebih lanjut, pelaksanaan pemungutan suara susulan yang sesuai prosedur dapat memperkuat legitimasi hasil Pilkada Deli Serdang. Legitimasi tersebut tidak hanya bersumber dari terpenuhinya ketentuan hukum secara formal, tetapi juga dari adanya jaminan bahwa pemilih terdampak banjir tetap memperoleh kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Apabila hak pilih masyarakat terdampak diabaikan, maka hasil Pilkada dapat dipandang kurang mencerminkan kehendak rakyat secara utuh. Sebaliknya, dengan diberikannya kesempatan memilih melalui pemungutan suara susulan, hasil Pilkada menjadi lebih representatif dan dapat diterima secara demokratis.
Dengan demikian, pemungutan suara susulan pada Pilkada Deli Serdang akibat bencana banjir dapat dinilai sah secara hukum sepanjang dilaksanakan berdasarkan PKPU, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, menggunakan daftar pemilih yang sah, diawasi oleh pengawas dan saksi, serta dituangkan dalam dokumen resmi. Keabsahan tersebut sekaligus memperkuat legitimasi Pilkada karena negara melalui KPU tetap menjamin hak pilih masyarakat meskipun terjadi bencana banjir.
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